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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 tahun 2014). Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan azas dari desentralisasi yang berarti bahwa penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 tahun 2014). Pelaksanaan ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk mengkoordinasi setiap daerah dalam pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut terutama peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah tersebut (Landiyanto, 2005).
Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, Pemerintah daerah perlu melakukan rekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (bureaucracy reengineering). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Untuk Indonesia, perkembangan manajemen dan administrasi publik memang dinilai kurang maju. Tetapi dengan adanya otonomi daerah menyebabkan muncul era baru dalam sistem administrasi pemerintahan dan manajemen publik. Disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 memberikan harapan baru bagi pengembangan otonomi yang sebenarnya. 
Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga, perbaikan system manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali yang kemudian diikuti dengan pemerintahan wirausaha untuk menciptakan pemerintah yang baru yang lebih baik. Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ( Dewi, 2017 )
Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud denganotonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Undang-Undang No. 32 tahun 2004). 

Dari pendapat beberapa ahli maka penulis mensintesakan bahwa otonomi daerah adalah kemandirian dalam mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilaksanakan berdasarkan azas dari desentralisasi serta dapat memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, dan  memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.
2.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang artinya desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana kemandirian keuangan daerah berdasarkan kemampuan menggali dan mengelola keuangannya. Menurut Saragih (2003) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (dalam      Kurnia, 2013). 

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada bagian Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi desentralisasi menurut Yustika (2008) menyangkutberbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama berkaitan dengan aspek fiskal, politik, administrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan secara sosial dan ekonomi. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah dan juga menunjukan kapasitas dan kemampuan daerah. Menurut Oates (1999) ada dua bentuk instrumen fiskal yang penting pada sistem federal yaitu pajak, dan hibah antarpemerintah (intergovermental grants) dan bagi hasil pendapatan (revenue sharing). Menurut Usui dan Alisjahbana, kunci utama dari desentralisasi fiskal adalah pembuatan menjadi lebih dekat dengan masyarakat sehingga distribusi pelayanan publik menjadi lebih muda dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal (dalam Handayani, 2009).
Terdapat tiga variansi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat  kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah. Pertama,  desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang  dinamakan dekonsentrasi. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi,  yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. Ketiga,  devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja  implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu  dikerjakan, berada di daerah (Bird dan Vaillancourt, 2000 dalam Sinaga dan Siregar, 2005).
2.3 Anggaran Daerah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil,makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Djaenuri, 2012). 
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pedoman dalam memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dalam satu daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka ada landasan administrative dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran daerah adalah :

1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

2) Penganggaran pengeluarana harus didukung dengan adanya kepatian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau mencukupi dana anggarannya dalam APBD/ perubahan APBD. 

3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui institusi yang telah ada
Halim (2012: 22) menyatakan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupibiaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. 

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 

Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan “Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintergrasi diwujudkan dalam APBD yang disetiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Selanjutnya disebutkan bahwa APBD merupakan satu ketentuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah

b. Belanja Daerah

c. Pembiayaan Daerah
Berdasarkan beberapa pengertian APBD yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja tahunan pemerintah daerah dalam satuan uang yang disusun berdasarkan intruksi materi dalam negri serta berbagai pertimbangan lainnya dimana dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam peraturan daerah, mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi,kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang merata tiap daerah. 
2.3 Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan fenomena utama dalam penelitian ini. Menurut Maimunah (2006) pengertian Flypaper Effect adalah sebagai berikut :
“Flypaper effect atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD”.

Kemudian menurut Dougan dan Kenyon (dalam Ndadari, 2008) menyebutkan bahwa Flypaper effect merupakan suatu keganjilan dimana kecenderungan dari dana bantuan (transfer) akan meningkatkan belanja publik yang besar dibandingkan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh masyarakat”. Dan menurut Oates (dalam Halim, 2013) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan pemerintah, maka disebut flypaper effect. Istilah Flypaper effect yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer (grants) untuk memperluas belanja publik daripada pendapatan daerah (lokal), baik secara langsung melalui rapat atau tidak langsung melalui pengurangan pajak. Akibatnya berkaitan dengan alasan politik dan birokratis, yaitu transfer untuk pemerintah daerah cenderung mengarah pada pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya dana transfer ini menjadikan pemerintah daerah menjadi semakin bergabung karena dominanya dana transfer ini dalam pendapatan daerah.
Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi. Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Pemikiran birokratik berpandangan posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik dimana berusaha untuk memaksimalkan anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Model birokratik juga menegaskan flypaper effect sebagai akibat dari perilaku birokrat yang leluasa untuk membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak. Shinta (2009: 37) menyatakan bahwa “implikasi yang penting dari model ini bahwa desentralisasi fiskal memacu pertumbuhan sektor publik. Dalam sistem yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi untuk membedakan kepentingan penduduknya sehingga bisa memperoleh lebih banyak sumber daya dari perekonomian. Sehingga efisiensi ekonomi penyediaan barang publik akan tercapai dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.
Menurut Afrizawati (2012) flypaper effect merupakan respon yang tidak simetri atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, yang mana masih menurut Afrizawati (2012) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (grants) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain penemuan flypaper effect pada alokasi pengeluaran, maka diharapakan pemerintah dapat seminimum mungkin memeperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah. Yang mana juga flypaper effect merupakan respon pemerintahdaerah yang asimetris terhadap perubahan penggunaan transfer.
Nahlia (2014) menganggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan PAD. Fenomena membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Flypaper Effect terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang berlebih. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya flypaper effect pada Belanja Daerah.
Dari pendapat beberapa ahli maka penulis mensintesakan bahwa Flypaper Effect adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (DAU) daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya. Fenomena Flypaper Effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.
2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18, Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut Widanarto (2015) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut dengan menerbitkan peraturan daerah dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2009) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

1. Pajak Daerah 

Sesuai UU 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: 
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN
c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2) Jasa giro

3) Pendapatan bunga

4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai

6) akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah

7) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

8) mata uang asing

9) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

10) Pendapatan denda pajak.

11) Pendapatan denda retribusi.

12) Pendapatan eksekusi atas jaminan.

13) Pendapatan dari pengembalian.

14) Fasilitas sosial dan umum.

15) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

16) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan

b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.
Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. 
Dari pendapat beberapa ahli maka penulis mensintesakan bahwa Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. PAD adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri  yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.5 Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil.
DAU merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya.Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dikarenakan suatu hal. Untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah dalam menjalani era otonomi sekarang.
Halim (2009) mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi anatara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26 % dari Penerimaan dalam negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.
Cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

b. DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.

c. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 tahun 2005 Pasal 40 yaitu :

1) DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

2) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dana kapasitas fiskal.

3) Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumla penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestic Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

4) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Formula DAU per daerah rumusnya adalah:
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Sumber: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Fiscal gap terjadi karena karakteristik daerah di Indonesia yang sangat beraneka ragam.Ada daerah yang dianugrahi kekayaan alam yang sangat melimpah dan ada juga daerah yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perekonomian yang telah tertata denga baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya.

Dari pendapat beberapa ahli maka penulis mensintesakan bahwa DAU adalah dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berasal dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah Tujuan Dana Alokasi Umum digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional pemerintah setempat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2.6 Belanja Daerah

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah Semua pengeluaran dari Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Dari uraian di atas belanja adalah pengeluaran dana dari kas yang mengurangi dana lancar dari tahun yang bersangkutan dan dari Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah. dalan hal ini belanja di bagi menjadi : 

1. Belanja Langsung. 

Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/ Personalia, Belanja Barang/ Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. 
Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan Ouput yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen Belanja Langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan. 
2. Belanja Tidak Langsung 

Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa. Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. 

Keberadaan Anggaran Belanja Tidak Langsung bukan merupakan konsekuensi dan atau tiada suatu program atau kegiatan. Belanja Tidak Langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah yang bersifat umum. 

Belanja Tidak Langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam perhitungan SAB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran (anggaran tahunan belanja tidak langsung) harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan Non Investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambahkan aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena ouput program atau kegiatan investasi adalah merupakan aset daerah yang dimanfaatkan lebih satu tahun anggaran. Anggaran belanja tidak langsung hanya digunakan untuk satu tahun anggaran seperti halnya out put program atau kegiatan non investasi. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Standar Alokasi Belanja (SAB) merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan. Jumlah belanja menjadi standar untuk mengevaluasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja berdasarkan tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.
Dari pendapat beberapa ahli di atas maka penulis mensintesakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai  pengeluaran dana dari kas yang mengurangi dana lancar selama satu periode akuntansi untuk mendanai program dan kegiatan pemerintahan.

2.7 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh dana yang dialokasikan untuk tujuan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah sangat membantu dalam belanja pemerintah daerah terutama dalam membangun pembangunan daerah menjadi lebih baik serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat pendapatan akan berpengaruh positif pada belanja. Bahwa pendapatan daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan belanja daerah.
Menurut Penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah. Dan menurut penelitian Hastuti (2011) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitan sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah secara parsial

2.8 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah
Jika Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah maka kemungkinan besar dana alokasi umum akan ikut berpengaruh terhadap belanja daerah. Akan tetapi pendapat tersebut belum menjadi pertimbangan terjadinya perngaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai pemerintah daerah tersebut, yang disebabkan peranan dana alokasi umum sengat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah dana alokasi umum.
Menurut Penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah. Dan menurut penelitian     Hastuti (2011) dana alokasi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitan sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah secara parsial
2.9 Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu :
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti ( Tahun )
	Judul
	Variabel
	Hasil Penelitian

	1
	Maimunah (2006) 


	Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. 


	1. Belanja Daerah 

2. DAU 

3. PAD 
	Pengaruh flypaper effect dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Daerah periode ke depan, dan tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper pada PAD yang tinggi maupun yang rendah. 



	2
	Kusumadewi

& Rahman

(2007)
	Flypaper Effect pada

Dana Alokasi Umum

(DAU) Dan

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Terhadap Belanja

Daerah pada

Kabupaten/Kota di

Indonesia
	1. Belanja Daerah 

2. DAU 

3. PAD
	PAD dan DAU secara bersama-sama

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap belanja daerah. Pengaruh DAUt-1 terhadap Belanja Daerah tahun berjalan lebih kuat daripada pengaruh PADt-1 terhadap belanja Daerah flypaper effect tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.

	3
	Saputri (2014)
	Flypaper Effect Pada Dana Alokasi

Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Terhadap Belanja

Daerah Pada Kabupaten/Kota

Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012

	1. Belanja Daerah 

2. DAU 

3. PAD
	PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

	4
	Hastuti

(2011)
	Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
	1. Kinerja SKPD
2. PAD

3. DAU
	Dana Alokasi Umum (DAU) berhubungan dalam efisien Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mempunyai hubungan yang signifikan dalam efisiensi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

	5
	Rahmawati dan Suryono (2015)
	Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah
	1. Belanja Daerah 

2. DAU 

3. PAD
	PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Koefisien PAD sebesar 0,703dan signifikan terhadap belanja daerah dibandingkandengan koefisien DAU sebesar 0,273 dan tidak signifikan. Ini juga membuktikan bahwa tidak terjadi flypaper effect dalam respon Pemerintah Daerah terhadap Belanja Daerah

	6
	Amalia (2014)
	Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten
	1. Belanja Daerah 

2. DAU 

3. PAD
	(1) PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, (2) PAD dan DAU secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, (3) tidak terjadi flypaper effect pada kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2013.

	7
	Wiwin, Kindangen dan Lapian (2013)
	Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah
	1. Belanja Daerah 

2. DAU 

3. PAD
	Secara parsial DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut pada tahun 2007-2012

	8
	Ariwijaya (2012)
	Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur
	1. Belanja Daerah 

2. DAU 

3. PAD
	Pengaruh Dana Aloksi Umum Terhadap Belanja Daerah lebih kuat daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Hal tersebut mengindikasikan terjadinya flypaper effect.

	9
	Rokhaniyah Dan Nugroho (2009)
	Analisis Flypaper Efeect Pada Belanja Pemerintah Kota Dan Kabupaten 

Di Indonesia Tahun 2006-2008


	1. Belanja Daerah 

2. DAU 

3. PAD
	Secara parsial DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Secara umum tidak terjadi flypaper effect pada belanja pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia tahun 2006-2008


Sumber : Data yang diolah, 2018
2.10 Kerangka Pemikiran
Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran :




Sumber : Data yang diolah, 2018

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :
   : Parsial

   : Simultan 
2.11 Hipotesis
Berikut ini adalah hipotesis yang disimpulkan :
A.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

H0 :  Diduga Pendapatan Asli Daerah Tidak  berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

H1 :  Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

B.  Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

H0 : Diduga Dana Alokasi Umum Tidak  berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

H2 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

C.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

H0 : Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Tidak  berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

H3 :   Diduga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah
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